BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSANBUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/71/432.013/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN DAFTAR PENGUJI SURAT PERINTAH

Menimbang

Mengingat

PENCAIRAN DANA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024,
perlu menunjuk Pejabat yang berwenang menandatangani Surat
Perintah Pencairan Dana dan Daftar Penguji Surat Perintah
Pencairan Dana Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Bupati;

1.

2.
3.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun
2023;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2023;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 105 Tahun 2023;




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kuasa
Bendahara Umum Daerah sebagai Pejabat yang berwenang
menandatangani Surat Perintah Penyediaan Dana (SP2D) dan
Daftar Penguji SP2D Tahun Anggaran 2024.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. BUPATI PA NEKASAN,

MASRUKIN



